eJournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 3, 2014: 2102-2115
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Hosea Andua)

	eJournal Administrative Reform,  2014, 2 (3): 2102-2115
ISSN 2338-7637 , ar.mian.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2014


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SEBAGAI UPAYA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Hosea Andua
, Achmad Djumlani
, Syahrani

Abstrak
Tujuan penelitian merupakan hal apa yang akan dituju dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dan penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, dan menguji suatu gejala. Berdasarkan uraian diatas dan berlandaskan pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi dan perkembangan dari UMKM di Kabupaten Nunukan, mendeskripsikan dan menganalisis kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Nunukan 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode Deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. 

Dari hasil penelitian terdapat dua prioritas dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Prioritas Jangka Pendek, diberikan untuk mempercepat penyelesaian utang Usaha Kecil dan Menengah serta meningkatkan aksesnya pada permodalan. Prioritas Jangka Menengah diarahkan untuk meningkatkan akses Usaha Kecil dan Menengah pada sumber daya produktif dan mengembangkan kewirausahaan. Dari data diketahui bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada umumnya tersebar di sentra-sentra maupun di luar sentra yang diusahakan secara turun temurun dan proses terbentuknya merupakan bagian dari kultur masyarakat setempat. Usaha Kecil dan Menengah yang berkembang mampu berperan sebagai inti dan sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa/ kelurahan sehingga secara alamiah terjadi proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju dan modern. 
Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, UMKM, Kebijakan.
Abstract


The purpose of research is what will be the target of research activities to be conducted. And research can aim to explore, elaborate, explain, and test a symptom. Based on the description above and is based on the formulation of the problem, this study aims to describe and analyze the condition and development of SMEs in Nunukan, describe and analyze the conditions of employment in Nunukan.

This research used a descriptive method. Descriptive method is a method of research conducted to determine the value of an independent variable, either one or more variables (independent) without making a comparison or connection between the variable and the other variables. In general, descriptive research is research in order to study the hypothesis that does not even need to formulate the hypothesis. 

From the research, there are two priorities in the development of Small and Medium Enterprises (SMEs) that short-term priority, given to accelerate the debt settlement Small and Medium Enterprises as well as improve their access to capital. Medium Term Priority directed to improve access of Small and Medium Enterprises in productive resources and entrepreneurship. From the data it is known that small and medium enterprises (SMEs) are generally scattered in the centers and outside centers were cultivated for generations and is part of the process of formation of local culture. Small and Medium Enterprises which develops core and capable of acting as a driver of economic growth as well as rural / village so naturally there is a process of cultural transformation of traditional society into a modern and advanced society.

Keywords: Implementation, Empowerment, SMEs, Policy.
Pendahuluan
Pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan pelik. World Bank Country Update mencatat peningkatan angka pengangguran di Indonesia, dari 8,1% dari total angkatan kerja pada bulan November 2002 menjadi 8,5% pada tahun 2003, atau sekitar 8 juta orang. Angka tersebut belum mencakup lebih dari 30 juta orang yang termasuk dalam kategori pengangguran tertutup. Dokumen yang sama juga mencatat adanya peningkatan kontribusi sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja, dari 54% pada tahun 1997 menjadi sekitar 64% pada tahun 2002.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pengangguran menjadi masalah yang krusial bagi Indonesia. Dengan kondisi semacam itu, tidaklah mengherankan jika banyak pihak kemudian beralih pada pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM). Bagi para pendukung usaha kecil, baik praktisi maupun akademisi, kondisi sekarang dilihat sebagai saat pembuktian bahwa perekonomian berbasis UMKM lebih baik karena usaha ini terbukti mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap krisis, lebih banyak menyerap tenaga kerja, dan lebih bisa memberikan kesejahtaeraan bagi rakyat kecil.

Keinginan untuk memberdayakan UMKM sebagai salah satu upaya dalam  mengurangi angka pengangguran, harus didasarkan pada pendekatan yang digerakkan oleh pasar. Target dari pendekatan ini adalah pada penguatan sector usaha kecil menengah agar bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. 

Usaha kecil menengah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dengan jumlahnya yang sangat besar. UMKM memainkan peran dinamis yang potensial dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, menyesuaikan dan mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, dan meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi.


Data terakhir dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan menunjukkan jumlah pencari kerja pada tahun 2012 yang terdaftar sebanyak 8,39%. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 sebesar 4,99% dan tahun 2011 sebanyak 6,54%. 
Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Nunukan masih dalam kategori yang cukup memprihatinkan. Karena dari tahun 2010 hingga tahun 2012 persentase pengangguran terus mengalami kenaikkan (BPS Kab. Nunukan). Pengangguran dapat diatasi dengan menempatkan penganggur pada lapangan pekerjaan. Untuk mempekerjakan para tenaga penganggur tersebut harus diciptakan lapangan kerja baru. Namun semakin hari jumlah penganggur terus meningkat lebih cepat dari peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Walaupun demikian kita masih harus tetap optimis masalah angkatan kerja yang tinggi dapat dicarikan solusinya. Salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan solusi dari pengurangan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja adalah dengan mengembangkan sektor UMKM.

Kerangka Dasar Teori

Pemberdayaan
Konsep pemberdayaan ( empowerment) lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebutuhan masyarakat Barat terutama Eropa. Sebagai sebuah konsep, empowerment sifatnya masih terlalu umum. Sehingga apabila tidak hati- hati kajian terhadap konsep ini diibaratkan seperti menyentuh cabang atau daun tetapi tidak menyentuh akar permasalahan baik yang sifatnya mendasar maupun yang terjadi dalam suatu proses. Ada dikotomi antara memberdayakan dengan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Sumodiningrat ( 1997).

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberi inovasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya.
Konsep pemberdayan mencakup pengertian pembangunan masyarakat ( community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat ( community based development). Community development adalah suatu proses yang mengandung usaha :

1. Masyarakat dan pihak lain ( diluar sistem sosialnya) untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Untuk meningkatkan integritas masyarakat ke dalam suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik.

3. Mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya.

4. Mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dsb.

Usaha Mikro kecil Menengah

Pengertian mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan. Dalam konsep tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok perusahaan tersebut. Usaha kecil dioperasikan dan dimiliki secara independent, tidak dominan dalam daerahnya dan tidak menggunakan praktek-praktek inovatif. Tapi usaha yang bersifat kewirusahaan adalah usaha yang pada awalnya bertujuan untuk tumbuh dan menguntungkan serta dapat dikarakteristikkan dengan praktek-praktek inovasi strategis.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang memiliki jumlah kekayaan dan penjualan tahunan tertentu dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang untuk menentukan kategori usaha tersebut. Pengertian UMKM identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasrakan jumlah pekerjanya, yaitu: 

(1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; 

(2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; 

(3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; 

(4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

a.
Usaha Mikro

Yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktf milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b.
Usaha Kecil

Yang dimaksud usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Yang memiliki kekayaan bersih lebih dari  Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan banguna tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha menengah

Yang dimaksud usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar. Yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dimaksudkan untuk menggambarkan strategi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memberdayakan ekonomi lokalnya sebagai upaya mengembangkan Kabupaten Nunukan dengan berbasis pada potensi lokal. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam suatu penelitian untuk memperolah gambaran secara kualitatif dan akan lebih banyak didominasi oleh katakata, kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data- data angka meskipun tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tabel atau grafik untuk mendukung kelengkapan data. 

Dari permasalahan yang diangkat, penelitian ini akan menghasilkan penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena dan fakta- fakta. Sebagaimana diungkapkan Nawawi (1987) penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek /obyek penelitian (seseorang, orang, masyarakat dll) dan pada saat sekarang berisikan fakta- fakta yang tampak sebagaimana mestinya.
Penetapan fokus penelitian sangat penting bagi suatu penelitian karena dapat mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersiapkan dan membahas masalah yang diteliti. Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

a. Kondisi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan

b. Konsep pengembangan wilayah berbasis potensi lokal di Kabupaten Nunukan.

c. Strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang diambil sebagai upaya pengembangan wilayah berbasis potensi lokal di Kabupaten Nunukan.

Sumber data merupakan asal data diperoleh. Dari sumber tersebut dapat diberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Menurut Marzuki ( 1993) sumber data merupakan “ benda dan bergantung pada jenis data atau orang tempat dilakukannya penelitian”.

Dalam hal ini peneliti menggali data dari dua sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan asal diperolah suatu data secara langsung dari sumbernya. Yang menjadi sumber data primer yaitu :

· Kasi Bina Usaha UMKM Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan

· Kasi Kelembagaan UMKM Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan

· Kasi Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kabupaten Nunukan

· Inforrmasi Pasar Kerja Dinsosnakertrans Kabupaten Nunukan

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang telah dikumpulkan, disajikan, dilaporkan atau disusun oleh pihak lain selain peneliti pada saat ini. Data tersebut relevan dengan fokus penelitian. Pada penelitian, sumber data sekunder berupa arsip atau dokumen yang terdapat atau dimiliki oleh Bappeko Nunukan, Disperindag Kabupaten Nunukan, dan Dispenda Kabupaten Nunukan. Berupa dokumen- dokumen, laporan- laporan, dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian 

Kondisi UMKM di Kabupaten Nunukan, umumnya tidak jauh berbeda dengan kondisi UMKM di Kabupaten-Kabupaten lain. Yaitu suatu usaha yang sebagian besar tidak dikelola secara profesional, tanpa manajemen yang jelas dan hanya sekedar untuk menghidupi keluarga. Sebenarnya UMKM ini dapat berkembang pesat apabila dikelola secara profesional. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Nunukan tersebar di 9 Kecamatan n, dengan jumlah UMKM yang terdata saat ini adalah 2204 UMKM
Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap proses pemulihan perekonomian nasional, sehingga perlu lebih diperhatikan karena mengemban misi menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha melestarikan budaya dan mendukung ekspor nasional. Terdapat dua prioritas dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Prioritas Jangka Pendek, diberikan untuk mempercepat penyelesaian utang Usaha Kecil dan Menengah serta meningkatkan aksesnya pada permodalan. Prioritas Jangka Menengah diarahkan untuk meningkatkan akses Usaha Kecil dan Menengah pada sumber daya produktif dan mengembangkan kewirausahaan. Dari data diketahui bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada umumnya tersebar di sentra-sentra maupun di luar sentra yang diusahakan secara turun temurun dan proses terbentuknya merupakan bagian dari kultur masyarakat setempat. Usaha Kecil dan Menengah yang berkembang mampu berperan sebagai inti dan sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa/ kelurahan sehingga secara alamiah terjadi proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju dan modern. Lebih jauh akan memberikan dampak yang besar pada peningkatan pendapatan mesyarakat. 

Peran Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan daerah. Karena itu tidaklah mengherankan jika kebijakan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan lapangan kerja atau kebijakan redistribusi pendapatan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, UMKM di Kabupaten Nunukan akan menghadapi perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim usaha di daerah. Oleh sebab itu, setiap pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan dituntut dapat beradaptasi untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan besar tersebut. Di sisi lain banyak Usaha Kecil dan Menengah didirikan, dan ternyata sebagian besar menemui kebuntuan, macet, bahkan gagal. 
Banyak Usaha Kecil dan Menengah yang mulanya sukses, justru macet ketika beranjak besar. Kebanyakan kegagalan ini diakibatkan karena lemahnya dalam pengelolaan Selama ini pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan melibatkan pihak luar atau pihak Non-Government yang mempunyai kepedulian terhadap perkembangan Usaha Kecil dan Menengah.

Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan UMKM di Kabupaten Nunukan.

1. Aspek Manajemen

Dari aspek manajemen UMKM di Kabupaten Nunukan terlihat memiliki beberapa kelebihan yag harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Yaitu rata-rata para pengusaha sudah memiliki hubungan yang baik dengan sesama pengusaha maupun dengan para pekerjaanya. Adapun mengenai kedisplinan pegawai sudah sangat baik. Disamping itu, kemasan produk yang ditawarkan sudah sebagian besar memiliki merk. Sedangkan kelemahan UMKM di Kabupaten Nunukan dari aspek manajemen yang harusditingkatkan antara lain bahwa sebagian besar UMKM tidak memiliki strukturorganisasi yang baik dalam menjalankan usaha serta kurangnya pelatihan danpengembangan yang dilakukan UMKM dalam meningkatkan produktifitas kerja SDM yang mereka miliki. 
2. Aspek Lingkungan

Dari aspek lingkungan, UMKM di Kabupaten Nunukan memiliki kelebihan antara lain bahwa sebagian besar pengusaha sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kebersihan dan keselamatan lingkungan terutama dalam hal pengelolaan limbah. Disamping kelebihan yang lainnya yaitu sebagian besar UMKM di daerah sekitarnya ada industri-industri sejenis yang memudahkan untuk pembinaan maupun pemasaran. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa sebagian besar UMKM tidak pernah mendapatkan pembinaan dari instansi terkait.

3. Aspek Infrastruktur

Setiap bidang usaha tidak akan pernah lepas dari tersedianya infrastruktur yang memadai seperti transportasi, komunikasi, jalan raya, listrik, dan air. Dari aspek infrastruktur pada UMKM di Kabupaten Nunukan, terlihat memiliki beberapa kelebihan antara lain bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Nunukan sudah memiliki akses transportasi, akses komunikasi, akses jalan raya, akses listrik dan air yang sangat baik.

4. Aspek Produksi

Dari aspek produksi UMKM di Kabupaten Nunukan, terlihat memiliki beberapa kelebihan yang harus tetap dipertahankan yaitu antara lain bahwa sebagian besar UMKM memiliki tenaga kerja yang cukup untuk menjalankan proses produksi, dan dalam masalah ketersediaan bahan baku, hampir semua UMKM tidak mengalami kesulitan. Disamping itu dalam aspek teknologi dan kondisi mesin/ peralatan yang dimiliki UMKM, sebagian besar kondisinya masih bagus. 
5. Aspek Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Dilihat dari aspek pemasaran, UMKM di Kabupaten Nunukan sudah memiliki beberapa kelebihan yaitu sebagian besar UMKM dalam aspek permintaan pasarnya sudah kontinyu atau teru. Demikian juga dalam model pembayaran penjualan, sebagian besar sudah baik. Kelebihan lain yang dimiliki adalah dalam aspek teknik pemasaran, strategi pengembangan pasar dan lokasi perusahaan rata-rata sudah baik.
5. Aspek Keuangan

Dari aspek keuangan pada UMKM di Kabupaten Nunukan, terlihat memiliki kelebihan yang cukup menonjol yaitu sebagian besar UMKM merasa bahwa modal usaha mereka sudah cukup dan hanya sedikit yang mengatakan kekurangan modal, sedangkan dalam pengelolaan/administrasi keuangan umumnya UMKM sudah cukup baik dalam mengelolanya.
7. Aspek Sumber Daya Manusia

Dari aspek Sumber Daya Manusia pada UMKM di Kabupaten Nunukan, terlihat memiliki kelebihan diantaranya bahwa sebagian besar pekerja/pegawai pada sektor UMKM di Kabupaten Nunukan sudah memiliki pemahaman yang bagus tentang produk yang diproduksinya, disamping kelebihan yang lain adalah adanya (cukupnya) tenaga khusus produksi di sebagian besar UMKM. 

Adapun kelemahan pokok pada aspek Sumber Daya Manusia pada sebagian besar UMKM di Kabupaten Nunukan ini adalah kurang baiknya tingkat pendidikan pegawai, tidak adanya pembatasan umur pegawai, tidak adanya tenaga khusus pemasaran, tenaga khusus keuangan dan tenaga khusus promosi. Keterbatasan SDM ini merupakan salah satu kendala serius sebagian besar UMKM di Kabupaten Nunukan padahal SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru
Temuan-Temuan Tentang Kondisi Kerja Di Lingkungan UMKM

1.
Besarnya upah yang diterima sering menjadi indicator pertama kondisi kerja di tingkat UMKM dibandingkan dengan Usaha Besar. Meskipun belum terdapat data yang menyeluruh dari semua sektor untuk perbandingan upah di unit-unit UMKM dibandingkan dengan Usaha Besar. Pada umumnya upah yang diperoleh pekerja sektor informal yang efisien dan kompetitif dalam menjalankan usahanya (UMKM yang sedang berkembang) cenderung lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kondisi kerja yang lebih baik. Jadi semakin efisien, inovatif dan sadar akan kualitas kerja, semakin besar upah dan semakin tinggi kualitas kerja yang dihasilkan, dan sebaliknya pula munculnya inovasi dan produktivitas sering dipacu oleh baiknya kondisi kerja.

2.
Selain upah, terdapat sejumlah pemilik UMKM yang juga memberikan pendapatan diluar upah, misalnya bonus dan tunjangan. Para pemilik UMKM memberikan tunjangan hari raya kepada buruh namun besar dan keharusan memberikan tunjangan itu akan tergantung pada si majikan sendiri dan bukan dalam kerangka kontrak.

3.
Sejumlah UMKM mempunyai tingkat resiko kerja yang tinggi, akan tetapi keselamatan dan kesehatan kerja sering kali terabaikan baik oleh pemilik maupun pekerja-pekerja di sektor UMKM. Kondisi itu sering diterima oleh pekerja sebagai bagian dari resiko mereka untuk bekerja di unit-unit UMKM. Pengetahuan yang kurang akan teknik-teknik peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja yang mendasar atau alasan financial dari pemilik usaha untuk menyediakan standar keselamatan kerja, sering menjadi alasan dari pengabaian tersebut. Meskipun demikian, tidak semua pemilik UMKM mengabaikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Sejumlah kecil pemilik UMKM juga menanggung biaya pengobatan akibat kecelakaan atau biaya perawatan ketika pekerja sakit. Hubungan-hubungan yang terjalin antara pekerja dan majikan di unit-unit UMKM yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga mengandung hubungan kekerabatan atau sosial, sering memungkinkan para pekerja mengandalkan majikan sebagai sistem jaminan sosial mereka. Artinya para pekerja mengandalkan majikan untuk memperoleh bantuan ketika terdapat kebutuhan dana yang mendesak.

4.
Dari segi keamanan pekerjaan, pekerja di sektor UMKM sering tidak terikat kontrak secara tertulis. Secara teoritis kondisi ini membuat mereka rentan terhadap ketidakpastian hubungan kerja yang memberi peluang kepada majikan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja setiap saat.

5.
Kesempatan kerja di sektor informal untuk mendapatkan pelatihan juga lebih kecil dibandingkan Usaha Besar.

Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, pemerintah Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan instansi terkait dan dengan pihak non-Government yang mempunyai perhatian khusus bagi perkembangan dunia usaha kecil di Kabupaten Nunukan. Model pemberdayaan yang dipakai dalam usaha pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan adalah Pemberdayaan Partisipatoris yaitu pemerintah bersama masyarakat dalam hal ini pihak di luar pemerintah mengupayakan pemberdayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator, mediator, dan pengayom. Sebagai fasilitator pemerintah berperan memberi bantuan sarana dan prasarana pendukung bagi pihak pelaku UMKM dan juga bagi pihak pemberi kredit yang bersedia untuk membantu UMKM. Seperti menyediakan tempat pelatihan dan pengembangan, mendata UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan untuk mencari tahu kondisi dan perkembangannya, serta mencari pokok permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut untuk kemudian dicari solusi yang tepat oleh pemerintah yang bekerjasama dengan pihak di luar pemerintah, dll. Sebagai mediator, peran pemerintah adalah mempertemukan pelaku UMKM yang akan dibina oleh pihak non-government yang akan membantu membina UMKM. 

Disini pemerintah berperan mensosialisasikan program-program yang ditawarkan oleh pihak non-government tersebut kepada pelaku UMKM. Pemerintah juga membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan bantuan modal dan ikut mempromosikan UMKM mana yang layak untuk mendapatkan bantuan modal. Dan sebagai pengayom, pemerintah berperan melindungi UMKM dengan membuat peraturan hukum yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban UMKM. Selama ini aspek yang menjadi perhatian pokok dari pemerintah dalam materi pemberdayaan adalah dalam aspek produksi dan pemasaran. Dalam pelatihan dan pembinaan pemerintah memberikan materi yang berkaitan langsung dengan produk yaitu terkait langsung dengan penciptaan produk yang mempunyai peluang di pasar, bagaimana proses produksinya, bagaimana mencari bahan baku yang murah, dan bagaimana pemasaran yang menarik mata konsumen. Dalam aspek pemasaran pemerintah membantu UMKM binaan untuk memasarkan produk dari UMKM unggulan yaitu UMKM yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Disperindagkop, melalui pameran-pameran baik di dalam Kabupaten, di luar Kabupaten bahkan sampai ke luar negeri. Selain itu pemerintah juga membantu UMKM binaan untuk membuat dan menyebarkan brosur sebagai salah satu media promosi alternatif selain promosi yang telah menjadi kebiasaan-kebiasaan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan. Setiap tahunnya, pemerintah membuat jadwal pembinaan dan pelatihan terhadap UMKM yang ada di sentra-sentra industri. Pembinaan dan pelatihan ini dilaksanakan secara bergantian antara UMKM yang satu dengan UMKM yang lain. Setiap tiga atau empat bulan sekali pemerintah bersama pihak di luar pemerintah yang ikut andil dalam perkembangan UMKM, melakukan penyuluhan ke sentra-sentra industri. Karena selama ini pembinaan dilakukan kepada UMKM yang menjadi anggota peguyuban sentra UMKM sejenis yang ada di suatu wilayah. Sementara untuk UMKM yang tidak menjadi anggota paguyuban atau bahkan tidak terdaftar di Disperindagkop, pemerintah akan sulit untuk memberikan pembinaan dan pelatihan. Setelah pembinaan dilaksanakan, pemerintah memantau perkembangan dari UMKM tersebut untuk diketahui apakah materi program pelatihan dan pengembangan dapat diserap dan mampu dilaksanakan oleh peserta pelatihan dan untuk diketahui bagaimana perkembangan usaha para peserta pelatihan setelah mendapatkan pelatihan tersebut, apakah usahanya tetap berjalan, bisa berkembang atau malah tidak berhasil. 
Dari data ini kemudian pemerintah mengevaluasi tentang materi yang diberikan dalam setiap pelatihan dan pembinaan. Apakah materi tersebut sudah sesuai, layak atau memang dibutuhkan oleh pelaku UMKM atau materi tersebut tidak sesuai untuk peserta UMKM. Kendala terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah adalah masalah anggaran. Ketersediaan dana yang terbatas karena mengandalkan dana dari APBD, membuat pemerintah harus kebih bijak dalam mengelola anggaran yang ada. Kegiatan-kegiatan pelatihan dan pembinaan harus disesuaikan juga dengan kemampuan finansial pemerintah. Karena itu kegiatan pelatihan dan pembinaan dilakukan terhadap aspek prioritas yaitu terhadap aspek produksi dan pemasaran. Sedangkan untuk aspek kelembagaan dan aspek sumber daya manusia yang sebenarnya menjadi kunci perkembangan UMKM justru hanya menjadi materi sisipan di sela-sela pemberian materi tentang aspek produksi dan aspek pemasaran. Karena kelemahan yang menonjol dari sebagian besar UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan adalah pada kondisi struktural organisasi dan tidak adanya perkembangan dari sumber daya manusia pelaku UMKM. Tentu saja dua hal ini tidak dapat disepelekan tumpang tindihnya struktural organisasi dan rendahnya tingkat pendidikan pelaku UMKM, akan menjadi masalah krusial untuk saat ini karena iklim persaingan usaha yang semakin ketat menuntut para pelaku UMKM untuk terus berinovasi terhadap produk mereka dan kemampuan manajerial untuk berefisiensi terhadap asset perusahaan agar usaha mereka bisa terus berkembang.

Kesimpulan
Dari analisa terhadap jenis temuan dilapangan pada penelitian ini, maka ada beberapa hal yang bisa disimpilkan antara lain:

1. 
UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan tersebar secara merata di 9 Kecamatan. Jumlah UMKM tersebut belum seluruhnya dari jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan belum seluruhnya terdaftar di Disperindagkop dan UMKM dan sebagian besar UMKM yang ada belum mempunyai Surat Izin Pendirian Usaha (SIUP).

2. 
Kelebihan UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan adalah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan hampir 1.5% dari jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan, dengan nilai usaha pertahun mencapai 10-50 juta perunit usaha, modal yang digunakan untuk membuka usaha merupakan modal pribadi, segmen pasarnya menjangkau kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah baik yang ada di dalam maupun di luar Kabupaten.

3. 
Kelemahan UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan, struktur kelembagaannya tumpang tindih antara keluarga dan bisnis, pembagian tugas dan wewenang tidak jelas, status karyawan, sistem penggajian tidak beres termasuk masalah tunjangan dan insentif, tidak adanya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja, tingkat pendidikan pelaku UMKM rata-rata rendah, kesempatan untuk mengembangkan sumber daya pelaku UMKM masih sulit, teknologi yang digunakan sebagian besar masih berupa teknologi sederhana, dan volume produksi masih tergantung pada pesanan.

4. 
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Nunukan meliputi aspek manajemen, aspek lingkungan, aspek infrastruktur, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan aspek sumber daya manusia. Pelaku UMKM harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketujuh aspek tersebut, agar usaha yang mereka kelola mampu berkembang dan bersaing dengan usaha lain.

5.
 Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Nunukan menggunakan model pemberdayaan partisipatoris, dimana pemerintah dibantu oleh pihak-pihak yang peduli terhadap perkembangan UMKM bekerjasama untuk memberi bantuan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya. Bantuan tersebut berupa pembuatan program-program pelatihan dan pembinaan, pelatihan dan pembinaan aspek produksi dan aspek pemasaran, bantuan modal, pendampingan, dan perlindungan hukum, yaitu membuat kebijakan yang berpihak pada UMKM.

6.
Materi utama yang disampaikan dalam pelatihan dan pembinaan menyangkut aspek produksi dan aspek pemasaran dan kurang memperhatikan aspek manajemen, aspek lingkungan, aspek infrastruktur, aspek keuangan dan aspek sumber daya manusia. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya dengan skala waktu tertentu dan dilaksanakan di sentra-sentra industri.

7. 
Kendala utama pemerintah dalam melaksanakan pelatihan dan pembinaan ini adalah pada masalah anggara. Pemerintah menggantungkan semua kebutuhan anggaran pada APBD, sehingga program-program pelatihan dan pembinaan harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pemerintah.
Saran

Di akhir tesis ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. 
Pemerintah seharusnya terus meng up to date terus data tentang kelahiran dan kematian UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan dan membandingkan dengan tingkat tenaga kerja yang terserap pada beberapa titik waktu. Data ini nantinya bisa dipakai untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah UMKM yang ada dan mencari tahu UMKM mana yang mampu bertahan, berkembang atau justru mencari tahu sebab-sebab yang menjadi alasan mengapa sebuah UMKM bisa tutup. Sehingga bisa dievaluasi keefektifen dari program pelatihan dan pembinaan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah.

2. 
Pemerintah perlu untuk menyusun prosedur pembuatan Surat Izin Pendirian Usaha (SIUP) baru yang lebih mudah dan tidak memberatkan UMKM, sehingga UMKM mempunyai payung hukum yang jelas lewat kepemilikan SIUP.

3.
 Materi pelatihan dan pembinaan seharusnya mencakup semua aspek yang mendukung perkembangan UMKM karena semua aspek tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Perlu disusun program pelatihan dan pembinaan yang efektif mencakup semua aspek, tapi juga efisien dari sisi anggaran.

4. 
Pemerintah seharusnya lebih memperluas ruang lingkup pembinaan, tidak hanya untuk UMKM yang berada di sentra industri, tapi juga UMKM di luar sentra industri.

5. 
Pemerintah dan pihak yang memberi bantuan modal kepada UMKM harus lebih aktif (menggunakan teknik jemput bola) dalam mensosialisasikan program bantuan kredit yang mereka tawarkan kepada UMKM dan mempermudah akses UMKM dalam mendapatkan bantuan modal.

6. 
Para pelaku UMKM hendaknya ikut berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan pelatihan dan pembinaan, tidak hanya pada kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan saja.

7. 
Jika pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan UMKM, seharusnya masalah anggaran harus segera dibenahi, agar kedepannya pelatihan dan pembinaan UMKM dapat dilaksanakan terhadap seluruh UMKM yang ada, bukan hanya UMKM yang ada di sentra industri dan UMKM tersebut seluruhnya bisa terdaftar di Disperindagkop dan bisa mempunyai SIUP.
Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan Tahun 2012

Gunawan, Sumodiningrat, 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan di

Tingkat Desa, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya

Kartasasmita, Ginanjar, 1995. Perencanaan Pembangunan Nasioanal, Malang:Universitas Brawijaya

Marzuki, 1983. Metodologi Riset. Jakarta: FE-UI Pers

Moleong, Lexy, 1997. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdyakarya

Nawawi, 1983. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University 

Pranaka AMW dan Prijono Onny S, 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implemintasi, Jakarta: CSIS
Pranarka, Vidyandika dan Moeljarto, 1996. Pemberdayaan (Empowerment), Dalam Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: CSIS Pratomo Titik S. & Abd. Rachman S. 2002. Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi. Jakarta: Ghalia Indonesia


































































� Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nama_pengarang@gmail.com


� Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman


� Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman





2112
2113

